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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA  

NOMOR   14  TAHUN 2007 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA   

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KABUPATEN SELUMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SELUMA, 

Menimbang : a. bahwa dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, terdapat beberapa perubahan yang 

sangat mendasar terutama Staf Ahli yang wajib 

di daerah; 

 b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 

Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN SELUMA 
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Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Seluma, sudah tidak sesuai lagi 

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2007; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf 

b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Seluma; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890); 

 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten 

Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi 

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 

 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4548); 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 
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 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 

Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 

Organisasi Perangkat Daerah; 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SELUMA 

Dan  

BUPATI SELUMA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT 

DAERAH DAN  SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

SELUMA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 

Kabupaten Seluma; 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah; 

4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Seluma; 

5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga 

Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab 

kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan sesuai 

dengan kebutuhan daerah; 

6. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma; 

7. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu 

pimpinan Pemerintahan Daerah; 



 6 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Seluma; 

9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD 

Kabupaten Seluma; 

10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural; 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT 

DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KABUPATEN SELUMA 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 

Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

DPRD Kabupaten Seluma. 

(2) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma terdiri 

dari : 

 a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat terdiri dari : 

  1. Bagian Administrasi Pemerintahan 

terdiri dari : 

   a) Sub Bagian Tata Pemerintahan 

Umum; 
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   b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan 

Pertanahan; dan 

   c) Sub Bagian Pemerintahan 

Desa/Kelurahan. 

  2. Bagian Administrasi Hukum dan 

Organisasi terdiri dari : 

   a) Sub Bagian Dokumentasi dan 

Perundang-undangan; 

   b) Sub Bagian Sosialisasi dan Bantuan 

Hukum; dan 

   c) Sub Bagian Organisasi dan 

Tatalaksana. 

  3. Bagian Administrasi Kesejahteraan 

Rakyat terdiri dari : 

   a) Sub Bagian Pendidikan dan Agama; 

   b) Sub Bagian Kesehatan, Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan; dan 

   c) Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi. 

  4. Bagian Administrasi Kesatuan Bangsa, 

Politik dan Perlindungan Masyarakat 

terdiri dari : 
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   a) Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan 

Politik; 

   b) Sub Bagian Hubungan Antar 

Lembaga; dan 

   c) Sub Bagian Perlindungan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. 

 c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

terdiri dari : 

  1. Bagian Administrasi Pembangunan dan 

Penyusunan Program terdiri dari : 

   a) Sub Bagian Pembangunan; 

   b) Sub Bagian Penyusunan Program; 

dan 

   c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan. 

  2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 

terdiri dari : 

   a) Sub Bagian Perencanaan dan 

Penggalian Potensi Sumber Daya 

Alam; 

   b) Sub Bagian Pengendalian Sumber 

Daya Alam; dan 

   c) Sub Bagian Pengelolaan Perizinan 

Sumber Daya Alam.  
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  3. Bagian Administrasi Perekonomian 

terdiri dari : 

   a) Sub Bagian Pembinaan Ekonomi 

Daerah; 

   b) Sub Bagian Penanaman Modal dan 

Promosi; dan 

   c) Sub Bagian Pengelolaan Perizinan 

Perekonomian Daerah. 

  4. Bagian Administrasi Lingkungan Hidup 

terdiri dari : 

   a) Sub Bagian Pengawasan, 

Pengendalian dan Pemantauan; 

   b) Sub Bagian Pencegahan dan 

Pemulihan; dan 

   c) Sub Bagian Pengelolaan 

Administrasi Perizinan bidang 

Lingkungan Hidup.  

 d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari : 

  1. Bagian Administrasi Kepegawaian terdiri 

dari ;  

   a) Sub Bagian Mutasi dan Analisa 

Jabatan;  

   b) Sub Bagian Pengembangan Karier;  
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   c) Sub Bagian Pensiun dan 

Kesejahteraan Pegawai. 

  2. Bagian Administrasi Umum dan 

Perlengkapan terdiri dari : 

   a) Sub Bagian Inventaris dan 

Perlengkapan; 

   b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan 

   c) Sub Bagian Tata Usaha dan Santel. 

  3. Bagian Administrasi Humas dan 

Protokol terdiri dari : 

   a) Sub Bagian Humas; 

   b) Sub Bagian Protokol; dan 

   c) Sub Bagian Perjalanan Dinas dan 

Tata Usaha Pimpinan.  

  4. Bagian Administrasi Keuangan terdiri 

dari : 

   a) Sub Bagian Anggaran dan 

Pendapatan; 

   b) Sub Bagian Perbendaharaan; dan 

   c) Sub Bagian Verifikasi dan 

Pembukuan. 

  5. Staf Ahli, terdiri dari: 

   a) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik ; 

   b) Staf Ahli Bidang Pemerintahan; 
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   c) Staf Ahli Bidang Pembangunan; 

   d) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan 

dan Sumber Daya Manusia; dan 

   e) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan 

Keuangan.  

(3) Sekretariat DPRD terdiri dari: 

 a. Sekretaris DPRD. 

 b. Bagian Umum terdiri dari : 

 1. Sub Bagian Tata Usaha dan 

Kepegawaian; dan 

   2. Sub Bagian Urusan Dalam. 

 c. Bagian Persidangan terdiri dari : 

   1. Sub Bagian Risalah; dan 

   2. Sub Bagian Rapat. 

 d. Bagian Hukum dan Perundangan-

undangan terdiri dari : 

  1. Sub Bagian Hukum dan Perundang-

undangan; dan 

   2. Sub Bagian Humas.  

 e. Bagian Keuangan terdiri dari : 

   1. Sub Bagian Anggaran; dan 

   2. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.  

(4) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran I, 
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini, 

(5) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana 

terlampir dalam Lampiran II, merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Sekretariat Daerah 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 3 

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma 

merupakan unsur pembantu Pimpinan 

Pemerintahan Kabupaten Seluma. 

(2) Sekretariat Daerah Kabupaten dipimpin oleh 

seorang Sekretaris Daerah yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

Paragraf 2 

Tugas 

Pasal 4 

Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan tugas 
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penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, 

organisasi dan tata laksana serta memberikan 

pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat 

Daerah; 

Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah 

mempunyai fungsi: 

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Seluma; 

b. Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan; 

c. Memelihara kekayaan daerah; dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

Bupati sesuai dengan tugas fungsinya. 

 

Paragraf 4 

Kewenangan 

Pasal 6 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Daerah 

Kabupaten Seluma mempunyai wewenang: 
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a. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka 

pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan; 

b. Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan 

pembinaan masyarakat dalam arti 

mengumpulkan dan menganalisis data, 

merumuskan program dan petunjuk teknis 

serta memantau perkembangan 

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan 

dan pembinaan masyarakat; 

c. Pembinaan administrasi, organisasi dan 

tatalaksana serta memberikan pelayanan 

administrasi pada seluruh perangkat daerah; 

d. Koordinasi perumusan peraturan perundang-

undangan yang menyangkut tugas pokok 

pemerintahan daerah; dan 

e. Melaksanakan hubungan masyarakat dan 

hubungan antara lembaga. 

Pasal 7 

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris 

Daerah Kabupaten Seluma dalam 
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melaksanakan tugas penyelenggaraan 

pemerintahan dibidang Administrasi 

Pemerintahan Umum, Hukum dan Organisasi, 

Kesejahteraan Rakyat dan Kesatuan Bangsa, 

Politik dan Perlindungan Masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan 

dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: 

a. Merumuskan bahan kebijakan, penyusunan 

program dan petunjuk teknis serta 

memantau penyelenggaraan pemerintahan; 

b. Melaksanakan koordinasi kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan; 

c. Menyusun bahan kebijakan dan koordinasi 

perumusan Peraturan Perundang-

undangan; 

d. Melaksanakan koordinasi kegiatan 

ketentraman dan ketertiban; dan 

e. Melaksanakan koordinasi penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 

Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan 

Administrasi Kesatuan Bangsa Poitik dan 

Perlindungan Masyarakat. 
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Pasal 8 

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah 

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan 

pemerintahan dibidang Pembangunan, 

Penyusunan Program, Sumber Daya Alam  

Perekonomian dan lingkungan hidup. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian 

dan Pembangunan mempunyai tugas: 

a. Mengkoordinasikan penyusunan program 

dan petunjuk teknis pembinaan dan 

pembangunan daerah; 

b. Mengkoordinasikan penyusunan program 

dan petunjuk teknis pembinaan dibidang 

peningkatan produksi pertanian, industri, 

pertambangan dan energi, pariwisata dan 

transportasi; 

c. Mengkoordinasikan penyusunan program 

dan petunjuk teknis pembinaan dan 

pelayanan dibidang penggalian potensi dan 

pengendalian Sumber Daya Alam; 
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d. Mengkoordinasikan penyusunan program 

dan petunjuk teknis dibidang perekonomian 

dan penanaman modal; dan 

e. Mengkoordinasikan pengawasan, 

pengendalian, pemulihan dan perizinan 

yang berhubungan dengan bidang 

lingkungan hidup. 

Pasal 9 

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas 

membantu Sekretaris Daerah dalam 

melaksanakan tugas menyelenggarakan 

pemerintahan dibidang Administrasi 

Kepegawaian, Administrasi Umum dan 

Perlengkapan, Humas dan Protokoler serta 

Administrasi Keuangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi 

Umum mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan koordinasi pengelolaan 

penyusunan anggaran dan administrasi 

pengelolaan keuangan; 

b. Melaksanakan koordinasi penyusunan 

pedoman dan petunjuk pembinaan 
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kepegawaian, tata usaha kepegawaian dan 

analisa jabatan; 

c. Melaksanakan hubungan kemasyarakatan 

dan protokoler; dan 

d. Melaksanakan urusan rumah tangga dan 

perlengkapan. 

Pasal 10 

(1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai 

tugas memberikan telaahan, saran dan 

pendapat dibidang Hukum dan Politik. 

(2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai 

tugas memberikan telaahan, saran dan 

pendapat dibidang Pemerintahan. 

(3) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai 

tugas memberikan telaahan, saran dan 

pendapat dibidang pembangunan. 

(4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber 

Daya Manusia mempunyai tugas memberikan 

telaahan, saran dan pendapat dibidang 

kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 

(5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan 

mempunyai tugas memberikan telaahan, saran 
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dan pendapat dibidang ekonomi dan 

keuangan. 

Bagian Kedua 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 11 

(1) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma 

merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD 

Kabupaten. 

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang 

Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD. 

Paragraf 2 

Tugas 

Pasal 12 

(1) Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma 

mempunyai tugas: 

a. Menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan DPRD; 

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan 

DPRD; 



 20 

c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

DPRD; 

d. Menyediakan dan mengkoordinasikan 

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

dalam melaksanakan fungsinya sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah; 

e. Dalam menyediakan dan 

mengkoordinasikan tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD, Sekretaris DPRD 

wajib meminta pertimbangan pimpinan 

DPRD; 

(2) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan 

tugasnya secara teknis operasional berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada 

pimpinan DPRD dan secara administratif 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 13 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12,  Sekretaris DPRD 

mempunyai tugas: 
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a. Fasilitasi rapat anggota DPRD; 

b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan 

perjalanan dinas anggota DPRD; 

c. Pelaksanaan urusan ketatausahan DPRD. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 

Sekretaris DPRD bertanggungjawab di dalam 

dan diluar Pengadilan. 

 

Paragraf 4 

Kewenangan 

Pasal 14 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13, Sekretaris DPRD 

mempunyai kewenangan: 

a. Koordinasi dalam mengatur dan membina 

kerjasama, mengintegrasikan dan 

mengsinkronisasikan seluruh penyelenggaraan 

tugas sekretariat DPRD; 

b. Perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, 

mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan 

perumusan kebijakan pimpinan DPRD; dan 

c. Menyelenggarakan persidangan dan 

pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan 

oleh DPRD. 
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BAB  IV 

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN 

PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu  

Eselonering  

Pasal 15 

(1) Sekretaris Daerah Kabupaten adalah jabatan 

Eselon IIa. 

(2) Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris 

DPRD adalah jabatan Eselon IIb. 

(3) Staf Ahli adalah jabatan Eselon IIb. 

(4) Kepala Bagian adalah jabatan Eselon IIIa. 

(5) Kepala Subbagian adalah jabatan Eselon IVa. 

Bagian Kedua 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 16 

(1) Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat dari 

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 

persyaratan. 

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh 

Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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(3) Sekretaris Daerah karena kedudukannya 

sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di 

daerahnya.  

Pasal 17 

Pejabat Eselon IIb dan Eselon III diangkat dan 

diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri 

Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris 

Daerah. 

Pasal 18 

Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan 

diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas 

pelimpahan wewenang dari Bupati. 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 19 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan 

unit organisasi dan kelompok tenaga 

fungsional wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 

dalam lingkungan masing-masing maupun 

antar satuan organisasi di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Seluma serta dengan 
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Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten 

Seluma sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib 

mengawasi bawahannya masing-masing dan 

bila terjadi penyimpangan agar mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi 

bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya masing-

masing dan memberikan  bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib 

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 

bertanggung jawab kepada atasan masing-

masing dan menyiapkan laporan berkala tepat 

pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan 

satuan organisasi dari bawahannya wajib 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 

memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing 

kepada atasan, tembusan laporan wajib  
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disampaikan kepada satuan organisasi lain yang 

secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan 

satuan organisasi dibawahnya dan dalam 

rangka pemberian bimbingan kepada bawahan 

masing-masing, wajib mengadakan rapat 

berkala. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 20 

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta 

hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah 

ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, 

maka Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 

Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 22 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Seluma. 

                                                    Ditetapkan di Tais 
                                                    pada tanggal 30 November 2007 

                                                                BUPATI SELUMA 

dto 

                                                            H. MURMAN EFFENDI 

Diundangkan di Tais 
pada tanggal 29 Desember 2007 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA 

 DTO 

 

                    H. MULKAN TAJUDIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2007 

NOMOR 14 




